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Abstract
Pledge divorce prevailing in Indonesia to be done in the courtroom
religion, as stated in Article 39, paragraphs 1 and 2 of Law No. 1 of 1974 on
Marriage, Article 65 of Law No. 7 of 1989 on the Religious and Article 115
Compilation Islamic law (KHI). The underlying question in this research is:
How to implement a pledge of divorce in the Religious Mount Sugih? The
research concludes that the implementation of the pledge of divorce in the
Religious Mount Sugih through the stages from case registration by mail for
divorce divorce, the appointment of judges, the establishment day of the trial,
calling the parties, the proceedings until a decision is legally binding, the
proceedings until a decision is legally binding , grace period / appeal, ruling
inkrar and execution of the verdict by setting the hearing pledges, calling the
parties, the trial implementation of pledges divorce and divorce certificate
issuance process; Suggestions To the Religious Courts throughout Indonesia
suggested that the implementation of the pledge divorce trial is open although
the legislation is so, but in practice there is still covered in a sense has been
accessible to the public;
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I. PENDAHULUAN
Di Indonesia sejak tahun 1974
telah di undangkan suatu undang-
undang tentang perkawinan yang
dikenal dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Materi undang-undang
tersebut merupakan kumpulan tentang
hukum munakahat yang terkandung
didalam Al quran, Sunnah Rasulullah,
dan kitab-kitab fiqih klasik
kontemporer, yang telah berhasil
diangkat oleh sistem hukum nasional
Indonesia dari hukum normatif menjadi
hukum tertulis dan hukum positif yang
mempunyai kekuatan mengikat dan
memaksa kepada seluruh rakyat
Indonesia, termasuk umat muslim
Indonesia. (Amir Nuruddin dan Azhari
Akmal Tarigan, 2006: 12).
Tujuan perkawinansebagaimana
tertulis dalam Al Quran surat Ar Rum
ayat 21 adalah membina keluarga
yang bahagia dan sejahtera sangatlah
perlu meletakkan perkawinan sebagai
ikatan suami isteri dalam kedudukan
yang semestinya seperti yang
diajarkan oleh agama yang dianut.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin
2antara seorang pria dengan wanita
yang diharapkan di dalamnya tercipta
rasa sakinah, mawaddah dan
warahmah.  Bahwa perkawinan
merupakan perjanjian yang  suci,
kuat, dan kokoh untuk hidup bersama
secara sah antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan untuk
membentuk keluarga yang kekal,
santun  menyantuni, kasih mengasihi,
tentram dan bahagia.” Untuk
mencapai hal  tersebut diperlukan
adanya saling pengertian dan saling
memahami kepentingan kedua belah
pihak, terutama lagi yang terkait
dengan hak dan  kewajiban.
Kenyataanya, tujuan perkawin
an itu banyak tercapai secara tidak
utuh. Tercapainya itu baru mengenai
pembentukan keluarga atau
pembentukan rumah tangga, karena
dapat diukur secara kuantitatif.
Sedangkan predikat bahagia dan
kekal belum, bahkan tidak tercapai
sama sekali. Akan tetapi, hubungan
lahir itu ada kemungkinan tidak dapat
kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi
putusnya hubungan, baik tidak
sengaja maupun sengaja dilakukan
karena suatu sebab yang mengganggu
berlanjutnya hubungan itu.
Perkawinan dapat putus, karena:
a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas keputusan pengadilan.
Putus karena kematian
merupakan suatu proses terakhir dalam
melaksanakan kodrat manusia. Namun,
putus karena  perceraian dan atau atas
keputusan pengadilan merupakan sebab
yang dicari-cari. (Amir Nuruddin dan
Azhari Akmal Tarigan, 2006: 159).
Putusnya hubungan perkawinan
yang menimbulkan masalah adalah
putusnya hubungan perkawinan
karena perceraian dan karena putusan
pengadilan.
Dengan sifat kekal abadinya
perkawinan maka putusnya suatu
perkawinan selain daripada kematian
merupakan suatu pengecualian dan
terpaksa harus dilakukan. Seorang
hakim yang dihadapkan pada
persoalan pemutusan perkawinan
maka sebelum hakim tersebut
menjatuhkan putusan akan menjadi
suatu kewajiban baginya untuk
berusaha mencoba mendamaikan
kedua belah pihak.
Menurut ketentuan Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ditegaskan bahwa perceraian
hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. (Sudarsono: 116).
Ikrar talak yang berlaku di
Indonesia harus dilakukan di depan
sidang pengadilan agama,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
39, ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Ikrar talak diucapkan oleh
suami setelah pengadilan
berkesimpulan bahwa kedua belah
3pihak tidak mungkin lagi didamaikan
dan telah cukup alasan perceraian.
Dalam hal ini, pengadilan
menetapkan bahwa permohonan yang
diajukan suami atau kuasa hukumnya
dikabulkan. Terhadap penetapan ini,
istri dapat mengajukan keberatan
dengan melalui banding ke
Pengadilan Tinggi Agama (PTA).
Kemudian setelah penetapan tersebut
memperoleh kekuatan hukum yang
tetap (in kracht), pengadilan
menentukan hari penyaksian ikrar
talak dengan memanggil suami dan
istri atau wakilnya untuk menghadiri
sidang tersebut. Dalam sidang
tersebut, suami atau wakilnya yang
diberi kuasa khusus dalam suatu akte
otentik untuk mengucapkan ikrar
talak,  yang dihadiri oleh istri atau
kuasanya.
Terhadap percerian yang
diajukan oleh pihak suami terhadap
istri (Cerai Talak), maka proses
penyelesaiannya adalah melalui
sidang ikrar talak setelah putusan
hakim berkekuatan hukum tetap
(BHT). Hal itu merupakan bentuk
keadilan bagi suami dan istri.
Masalah-masalah yang muncul
akhir-akhir ini terkait dengan
perkawinan dan keluarga berkembang
pesat antara lain; tingginya angka
perceraian, kekerasan dalam rumah
tangga, kasus perkawinan sirri,
perkawinan mut’ah, poligami, dan
perkawinan di bawah umur
meningkat tajam yang sangat
berpengaruh terhadap eksistensi
kehidupan sebuah keluarga.
Sebagai konsekuensi dari
kemandirian dan profesionalitas,
maka Pengadian Agama Gunung
Sugih sebagai pengemban tugas
kekuasaan kehakiman di Indonesia,
mempunyai tantangan yang besar
terhadap permasalahan keluarga yang
semakin berkembang. Hal ini
bertujuan untuk memberikan
pelayanan, kepastian, kemanfaatan,
dan keadilan hukum bagi masyarakat
pencari keadilan.
Berdasarkan uraian pada latar
belakang masalah di atas, maka dapat
ditetapkan masalah pokok dalam
penelitian ini ialah : Bagaimana
implementasi ikrar talak di
Pengadilan Agama Gunung Sugih?
II. PEMBAHASAN
Perkawinan dan Tujuan
Perkawinan
Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun Tahun 1974 Tentang
Perkawinan secara jelas menyebutkan
bahwasanya Perkawinan ialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia
berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha
Esa serta dapat melanjutkan generasi
dan memperoleh keturunan. Akan
tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit
perkawinan yang putus karena
terjadinya perceraian. Pasangan suami
isteri kadang harus menghadapi
masalah di dalam kehidupan rumah
4tangga mereka, besar kecilnya
persoalan yang dihadapi tergantung
dari pandangan dan cara mereka
menyelesaikan persoalan tersebut,
tidak sedikit dari pasangan suami isteri
merasa bahwa perkawinan mereka
sudah tidak dapat dipertahankan lagi
dan kemudian mereka memutuskan
untuk mengakhiri masalah rumah
tangga mereka dengan jalan perceraian,
tanpa melalui sidang pengadilan, maka
secara hukum perceraian tersebut
dianggap tidak sah. Maka oleh itu
setiap perkawinan yang sah dan telah
tercatat hanya dapat diakhiri dengan
perceraian yang harus dilakukan
didepan sidang pengadilan. (Florence
Vidya Widjaja, 2006: 43).
Bahwa untuk meningkatkan
kualitas perkawinan menurut ajaran
Islam diperlukan bimbingan dan
penasihatan perkawinan secara terus-
menerus dan konsisten agar dapat
mewujudkan rumah tangga/keluarga
yang sakinah mawaddah warahmah.
Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3
Januari 1960 dan dikukuhkan oleh
Keputusan Menteri Agama Nomor 85
Tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah
satu-satunya Badan yang berusaha
dibidang Penasihatan Perkawinan dan
Pengurangan Perceraian. Fungsi dan
Tugas BP4 tetap konsisten
melaksanakan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Peraturan Perundang lainnya tentang
Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan
peranan BP4 sangat diperlukan
masyarakat dalam mewujudkan
kualitas perkawinan. (Muqaddimah
Anggaran Dasar BP4 yang merupakan
Hasil Munas BP4 ke XIV 2009).
BP4 mempunyai upaya dan
usaha sebagai berikut:
1. Memberikan bimbingan, penasihat
an dan penerangan mengenai
nikah, talak, cerai, rujuk kepada
masyarakat baik perorangan
maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang
peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi
kepada para pihak yang berperkara
di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi
dalam mengatasi masalah
perkawinan, keluarga dan
perselisihan rumah tangga di
peradilan agama;
5. Menurunkan terjadinya perselisih
an serta perceraian, poligami yang
tidak bertanggung jawab,
pernikahan di bawah umur dan
pernikahan tidak tercatat;
6.  Bekerjasama dengan instansi,
lembaga dan organisasi yang me
miliki kesamaan tujuan baik di
dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan
majalah perkawinan dan keluarga,
buku, brosur dan media elektronik
yang dianggap perlu;
8.Menyelenggarakan kursus calon/
pengantin, penataran/pelatihan,
diskusi, seminar dan kegiatan-
kegiatan sejenis-yang berkaitan
dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan
keluarga untuk peningkatkan
penghayatan dan pengamalan
nilai-nilai keimanan, ketaqwaan
dan akhlaqul karimah dalam
rangka membina keluarga sakinah;
510.Berperan aktif dalam kegiatan
lintas sektoral yang  bertujuan
membina keluarga sakinah;
11.Meningkatkan upaya pemberdaya
an ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang
dipandang bermanfaat untuk
kepentingan organisasi serta bagi
kebahagiaan dan kesejahteraan
keluarga. (Pasal 6 Anggaran Dasar
BP4 Tahun 2009).
Perceraian
Perceraian berasal dari kata
‘cerai’ yang berarti pisah dan talak,
kata ‘cerai’ berarti berpisah, sedang
kata ‘talak’ artinya sama dengan
cerai. Kata mentalak berarti
menceraikan. (W.J.S.
Poerwodarminto, 1976: 20. 998). Jadi
kata ‘talak’ sama artinya dengan cerai
atau menceraikan dan kata ‘cerai’
telah umum digunakan dalam bahasa
Indonesia. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa secara bahasa
kata ‘cerai’ sepadan dengan kata
‘talak’
Dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang perkawinan,
dikenal istilah ‘putusnya perkawinan’
yakni pada Bab VIII tentang Putusnya
perkawinan  serta akibatnya. Per
kawinan sebagai ikatan lahir bathin
antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dapat
berakhir melalui 3 (tiga) cara yaitu :
kematian, perceraian dan atas
keputusan Pengadilan.
Dalam Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah  dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ditegaskan bahwa: “Perceraian
hanya dapat dilakukan di depan
sidang Pengadilan setelah Pengadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah
pihak”. Selanjutnya di dalam angka 7
Penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan
bahwa: “Undang-Undang Perkawinan
bertujuan antara lain melindungi
kaum wanita pada umumnya dan
pihak isteri pada khususnya….”.
Dalam fiqih klasik, Jumhur
Ulama berpendapat bahwa hak mutlak
untuk menjatuhkan talak ada pada
suami. Karena itu, kapan saja dan
dimana saja seorang suami ingin
menjatuhkan talak terhadap isterinya,
baik ada saksi atau tidak, baik ada
alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan
itu hukumnya sah. Ichtiar Baru  Van
Hoeve, 1994: 55).
Bahkan Jumhur ulama
mengatakan bahwa talaknya seorang
suami yang dijatuhkan dalam keadaan
mabuk pun dihukum sah. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1994: 55).
Tetapi, para ulama jumhur
berpendapat pula bahwa sekalipun
hak telak secara mutlak ada pada
suami, Islam juga memberi hak talak
bagi isteri untuk menuntut cerai
melalui khulu’ terhadap suami yang
telah keluar dari tabi’atnya.
Di Indonesia, hak istri untuk
menuntut cerai selain fasakh dan
khulu’ (talak khul’i = Talak yang
dijatuhkan suami berdasarkan khulu’
yang telah disepakati) ditambah lagi
yaitu taklik talak (cerai dengan putusan
pengadilan berdasarkan sighat taklik
talak yang diucapkan suami sesaat
6setelah selesai akad nikah) lihat Pasal
116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
Memberikan hak talak kepada
suami adalah ketentuan dari al-Quran.
Dalam membicarakan hak mutlak
talak, para ulama hampir selalu
membicarakan masalah hak-hak
seorang isteri apabila di talak oleh
suaminya. Tetapi, dalam hal ini para
ulama kita sekarang cenderung hanya
mensosialisasikan kepada  umat
melalui dakwah dan khutbahnya
mengenai hak otoriter suami untuk
menjatuhkan talak terhadap isterinya.
Akibatnya, kita dapat menyaksikan
bahwa banyak suami dengan amat
mudah dan tanpa beban menjatuhkan
talak terhadap isterinya sesukanya
tanpa memperhatikan kewajibannya
terhadap isterinya sebagai akibat talak
yang ia jatuhkan.
Prosedur Perceraian
Peraturan perundang-undangan
tentang perkawinan di Indonesia juga
memberikan hak mutlak kepada
seorang suami untuk mentalak
isterinya, tetapi dengan ketentuan:
a. Perceraian harus dilakukan
didepan sidang Pengadilan;
b. Perceraian harus disertai dengan
alasan-alasan sebagaimana telah
diatur undang-undang;
c. Mengikuti prosedur sebagaimana
diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
ketentuan perundang-undangan
lainnya.
Hukum perkawinan di
Indonesia mengatur bahwa perceraian
itu harus dilakukan di depan sidang
pengadilan, dan tidak diakui
perceraian yang dilakukan di luar
pengadilan. Dalam Penjelasan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama
dijelaskan bahwa Undang-Undang
Perkawinan bertujuan antara lain
untuk melindungi kaum wanita pada
umumnya dan pihak isteri pada
khususnya. Di samping itu secara
yuridis undang-undang tersebut
bertujuan adalah untuk mendapatkan
suatu kepastian hukum.
Suatu perceraian yang
dilakukan diluar pengadilan, sama
halnya dengan suatu perkawinan yang
dilakukan dengan tidak mencatatkan
nya. Ia tidak diakui oleh hukum dan,
oleh karenanya, tidak dilindungi
hukum. Lebih tegas lagi dapat
dikatakan bahwa perceraian yang
dilakukan di luar pengadilan tidak
mempunyai kekuatan hukum (no
legal force). Oleh karena itu, hukum
menganggapnya tidak pernah ada
(never existed). Suatu perceraian yang
dilakukan di luar pengadilan akan
menimbulkan kesukaran bagi si istri
atau bahkan bagi si suami. Hal itu
karena hampir dapat dipastikan
bahwa dalam setiap talak yang
dijatuhkan oleh suami terhadap
isterinya diluar pengadilan, suami
tidak pernah memperhitungkan hak-
hak isteri sebagai akibat dari
perceraian tersebut, semisal nafkah
iddah, nafkah madiyah, mut’ah dan
pembagian harta bersama. Selain dari
itu, tidak ada suatu penilaian tentang
apakah talak yang dijatuhkan oleh
7suami itu benar-benar didasarkan
kepada suatu alasan yang dibenarkan
oleh agama, yang intinya adalah
karena suatu kesalahan dari pihak
isteri.
Implementasi Ikrar Talak di
Pengadilan Agama Gunung Sugih
Tingginya tingkat perceraian di
Kabupaten Lampung Tengah
mendapat perhatian yang serius dari
semua pihak. Dengan maraknya
terjadi perceraian ditengah
masyarakat menjadi sebuah tanda
(sign) adanya pergeseran nilai-nilai
yang hidup di tengah masyarakat
Kabupaten Lampung Tengah. Untuk
mereduksi pergeseran nilai-nilai
tersebut maka peranan lembaga-
lembaga tertentu sangat diharapkan.
Untuk mengurangi  tingginya upaya
perceraian maka upaya dari
Pengadilan Agama selaku pemegang
kewenangan dalam memutuskan
perkawinan sangat diperlukan.
Setiap hakim bertanggung
jawab atas perbuatannya di bidang
hukum (peradilan). Tanggung jawab
tersebut dibedakan antara tanggung
jawab undang-undang (publik) dan
tanggung jawab moral. Tanggung
jawab undang-undang adalah
tanggung jawab hakim kepada
penguasa (negara) karena telah
melaksanakan peradilan berdasarkan
perintah undang-undang. Tanggung
jawab moral adalah tanggung jawab
hakim selaku manusia kepada Tuhan
Yang Maha Esa yang telah
memberinya amanat supaya
melaksanakan peradilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Upaya
hakim untuk mencegah terjadinya
perceraian merupakan tanggung
jawab terhadap undang-undang dan
tanggung jawab moral.
Penyebab tingginya tingkat
perceraian di Kabupaten Lampung
Tengah rata-rata penyebabnya ialah
faktor ekonomi, perselingkuhan dan
kekerasan dalam rumah tangga.
Sebelum para pihak mengajukan
perkaranya ke pengadilan, para hakim
di Pengadilan Agama Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah selalu
mengupayakan perdamaian diantara
para pihak yang ingin bercerai.
Hakim di Pengadilan Agama Gunung
Sugih juga selalu mengusahakan agar
kedua belah pihak yang akan bercerai
untuk menempuh penyelesaian di luar
persidangan seperti mediasi, tetapi di
Kabupaten Lampung Tengah masih
sedikit mediator yang bersertifikat
jadi para hakim Pengadilan Agamalah
sebagai mediatornya pada sidang
pertama.
Proses persidangan yang
berjalan di Pengadilan Agama
Gunung Sugih sama dengan semua
Pengadilan Agama yang Indonesia.
Perselisihan yang terjadi
mengenai harta gono gini, yang mana
salah satu pihak jarang mau yang
mengalah. Sedangkan untuk masalah
hak asuh anak biasanya jatuh pada
ketangan ibu karena anak-anaknya
berusia di bawah umur dan masih
perlu bimbingan dari ibunya.
Tingkat pengetahuan
masyarakat Lampung Tengah tentang
8menyelesai kan perceraian di
Pengadilan Agama Gunung Sugih
masih sangat minim. Masyarakat
Kabupaten Lampung Tengah
sebagian besar menikah dan bercerai
tidak melalui lembaga pemerintahan
(Kantor Urusan Agama). Yang mana
sebagian besar masyarakat ini
berdiam dibagian pelosok kabupaten.
Mereka banyak menikah dan bercerai
melalui penghulu dan atau carik
(kepala kampung) tanpa memiliki
buku nikah yang resmi dan
melakukan proses perceraian begitu
saja tanpa proses pengadilan.
Bagi masyarakat yang mengerti
akan fungsi lembaga Negara tersebut,
mereka melakukan pernikahan dan
perceraian melalui lembaga negara
dan mereka mengerti fungsi dari
lembaga-lembaga negara yang
berwenang menangani permasalahan
tersebut. Kalau menikah mereka pergi
ke Kantor Urusan Agama (KUA)
yang mana sebelum melaksanakan
pernikahan mereka diberi nasehat
terlebih dahulu oleh BP4 supaya
mereka yang menikah dapat
mewujudkan tujuan dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sedangkan kalau bercerai
ke Pengadilan Agama yang
sebelumnya sudah diberi nasehat
perdamaian oleh mediator agar tidak
terjadi perceraian.
Menurut Ketua Pengadilan
Pengadilan Agama Gunung Sugih,
Abdan Khubban, tingginya angka
perceraian di Kabupaten Lampung
Tengah lebih disebabkan oleh
masalah-masalah sosial yang ada di
tengah masyarakat. Untuk itu untuk
menghadapi semua masalah-masalah
tersebut ialah dengan meningkatkan
iman dan taqwa kepada Allah SWT
agar pasangan suami isteri dapat
menjalankan kehidupan keluarganya
sesuai dengan jalur-jalur yang benar.
Dalam hukum Islam, hak cerai
terletak pada suami. Oleh karena itu
di Pengadilan Agama ada istilah Cerai
Talak. Sedangkan putusan pengadilan
sendiri ada yang disebut sebagai cerai
gugat. Disinilah letak perbedaannya.
Bahkan ada perkawinan yang putus
karena li’an, khuluk, fasikh dan
sebagainya. Putusan pengadilan ini
akan ada berbagai macam produknya.
Pada penyebab perceraian,
pengadilan memberikan legal formal,
yaitu pemberian surat sah atas
permohonan talak dari suami. Surat
talak tersebut diberikan dengan
mengacu pada alasan-alasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 39
ayat (2), dimana salah satu pihak
melanggar hak dan kewajiban.
Sehingga, walaupun surat talak
tersebut sah secara hukum, namun
tidak ada kata kesepakatan diantara
dua pihak untuk bercerai. Sebagai
contoh, apabila seorang suami
menjatuhkan talak satu kepada
istrinya, maka talak satu yang
diucapkan tersebut harus dilegalkan
telebih dahulu di depan pengadilan.
Karena pada dasarnya secara syar’i,
talak tidak boleh diucapkan dalam
keadaan emosi. Sehingga, melalui
proses legalisasi di depan pengadilan,
9terdapat jenjang waktu bagi suami
untuk merenungkan kembali talak
yang telah terucap.
Tata cara pengajuan permohon
an dan gugatan perceraian merujuk
pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara
tertulis maupun secara lisan. Apabila
suami mengajukan permohonan talak,
maka permohonan tersebut diajukan
di tempat tinggal si istri. Sedangkan
apabila istri mengajukan gugatan
cerai, gugatan tersebut juga diajukan
ke pengadilan dimana si istri tinggal.
Dalam hal ini, kaum istri memang
mendapatkan kemudahan sebagai
mana diatur dalam hukum Islam.
Setelah cerai, maka bagi istri berlaku
masa tunggu (masa iddah), yaitu
selama tiga bulan sepuluh hari.
Sedangkan bagi wanita yang sedang
hamil, maka masa iddah nya adalah
sampai dia melahirkan. Masa iddah
tersebut berlaku ketika putusan hakim
berkekuatan hukum tetap. Sedangkan
untuk kasus cerai talak, maka masa
iddah berlaku setelah permohonan
talak suami dilegalkan oleh
Pengadilan Agama.
Apabila masa iddah telah lewat
dan mantan suami istri ingin kembali
rujuk, maka mereka pun dapat
kembali rujuk, namun harus dilihat
jenis talaknya terlebih dahulu. Secara
umum, talak artinya adalah kembali.
Terdapat dua jenis talak, yaitu talak
Ba’in dan talak Raj’i. Talak Raj’i
adalah talak yang diucapkan oleh
suami, dan apabila ingin rujuk dalam
masa iddhah, maka tidak perlu ada
akad nikah baru. Cukup adanya
pernyataan dari pihak suami bahwa
mereka sudah rujuk. Sedangkan untuk
talak Ba’in, yaitu perceraian karena
diajukan oleh sang istri. Talak Ba’in
terdiri atas dua jenis, yaitu Ba’in
Kubro dan Ba’in sugro. Talak Ba’in
Kubro dapat diupayakan rujuk,
namun harus melalui penghalalan
(muhalil). Sedangkan untuk Ba’in
Sugro terlepas dari adanya masa masa
iddah atau tidak, tetap harus melalui
akad nikah untuk rujuk dan harus
melewati prosesi pernikahan
sebagaimana awal menikah dulu.
Secara umum, masyarakat hanya
mengenal istilah talak sebatas sebutan
talak satu, talak dua dan talak tiga.
Talak yang dijatuhkan oleh suami
disebut sebagai cerai talak.
Sedangkan talak yang diajukan oleh
istri dinamakan cerai gugat. Jadi
sebenarnya ada dua jenis talak. Dari
kedua talak ini, akan ada beberapa
produk talak.
Produk Cerai talak adalah Talak
Raj’i, dimana untuk rujuk tidak harus
melalui akad baru. Rujuk dalam Talak
Raj’i cukup hanya dengan pernyataan
suami bahwa dia telah rujuk dengan
sang istri. Sedangkan produk cerai
gugat adalah Talak Ba’in,
sebagaimana yang telah diuraikan di
atas. Dalam Talak Bain Kubro,
terdapat Li’an dan Dzihar. Li’an
artinya adalah sumpah seorang suami
dan istri bahwa satu sama lain telah
berzina. Jadi, masing-masing pihak
telah siap dengan konsekuensi dan
azab dari Allah, apabila memang
benar mereka berbohong.
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Sedangkan Dzihar adalah
tindakan suami yang mempersamakan
istrinya dengan ibu kandungnya.
Dalam syariat sama saja dengan
mencampuri ibunya. Oleh karena itu,
Li’an merupakan perbuatan yang
harus diceraikan dengan talak Ba’in
Kubro. Dalam hal muhalil, maka si
muhalil wajib kumpul dengan istrinya
tanpa basa basi. Muhalil tidak boleh
disertai denganmut’ah.
Dalam hal sang istri ingin
mengajukan gugatan, maka hal utama
yang harus dipersiapkan oleh sang
istri adalah surat gugatan. Sedangkan
untuk cerai talak, kurang lebih sama.
Namun yang perlu dipersiapkan oleh
sang suami bukan gugatan, melainkan
permohonan untuk melegalkan talak
yang sudah terucap.
Alasan untuk mengajukan cerai
talak dan cerai gugat kurang lebih
sama. Hanya saja dalam cerai talak
ada satu perbedaan, yaitu seorang istri
yang nusyuz, artinya seorang istri
yang tidak taat kepada suami. Apabila
setelah bercerai baik suami maupun
istri ingin rujuk kembali, maka
peristiwa rujuk tersebut akan tercatat
dalam lembar terakhir buku nikah.
Demikian halnya apabila para pihak
memiliki perjanjian pranikah, maka
perjanjian tersebut akan tercatat
dalam lembar terakhir buku nikah itu
juga, dengan sepengetahuan instansi
yang berwenang, yaitu KUA.
Dampak dari suatu perceraian
selain mengenai masalah harta, juga
mengenai masalah hak wali anak,
yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak
atau hak hadhonah. Masalah lain yang
juga cukup pelik adalah masalah
pemberian nafkah, yaitu sampai
kapankah suami wajib memberikan
nafkah terhadap mantan istri setelah
mereka bercerai? Apabila talak
tersebut datang dari pihak suami,
maka suami wajib menafkahi istri
sampai masa iddah nya selesai.
Dalam hal talak, maka salah satu
pihak dapat mengajukan tuntutan
mengenai hak haddhonah dan juga
mengenai harta secara bersamaan.
Banyak pasangan yang
membuat perjanjian pranikah
mengenai pemisahan harta. Biasanya
masing-masing pihak baik istri
maupun suami membuat perjanjian
pranikah yang secara garis besar
isinya adalah tidak adanya
percampuran harta. Sehingga apabila
mereka memutuskan untuk bercerai,
maka baik istri maupun suami tetap
berhak atas harta yang mereka
peroleh selama perkawinan tanpa
mengkhawatirkan adanya upaya
pengambilalihan oleh pihak lain.
Apabila mereka bercerai, maka
perjanjian pranikah tersebut dapat
langsung dieksekusi, yaitu setelah
perkara percerain telah memiliki
putusan yang berkekuatan hukum
tetap.
Perkara cerai talak adalah
perkara perceraian yang diajukan oleh
suami atau kuasanya yang sah kepada
pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Termohon
kecuali apabila Termohon dengan
sengaja meninggalkan tempat
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kediaman yang digunakan bersama
tanpa izin Pemohon sebagaimana
dimaksud pada Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yaitu “......, kecuali apabila
Termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman yang
ditentukan bersama tanpa izin
Pemohon”.
Implementasi atau pelaksanaan
Ikrar Talak di Pengadilan Agama
Gunung Sugih tentunya diawali
dengan adanya permohonan izin
menjatuhkan talak ke Pengadilan
Agama Gunung Sugih. Seseorang
yang beragama Islam yang ingin
menjatuhkan talak kepada istrinya
sesuai dengan Undang-Undang dan
peraturan yang berlaku harus
mengajukan permohonannya ke
Pengadilan Agama. Menurut
Panitera/Sekretaris Pengadilan
Agama Gunung Sugih, Bapak
Sunarya, ada beberapa langkah yang
harus dilakukan Pemohon/ Kuasanya
adalah:
1. Mengajukan permohonan secara
tertulis yang ditandatangani oleh
Pemohon atau kuasanya yang sah
ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih
(Pasal 142 ayat (1) R. Bg.);
2. Pemohon yang tidak dapat
membaca dan menulis dapat
mengajukan permohonannya
secara lisan di hadapan Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih,
selanjutnya Ketua Pengadilan
Agama Gunung Sugih atau Hakim
yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih
mencatat permohonan tersebut
(Pasal 144 R. Bg.);
3. Permohonan tersebut diajukan ke
Pengadilan Agama Gunung Sugih,
kemudian diberi nomor dan
didaftarkan dalam buku register
setelah Pemohon atau kuasanya
membayar panjar biaya perkara ke
bank dengan melampirkan slip
penyetoran bank yang besarnya
telah ditentukan oleh Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih
(Pasal 145 ayat (4) R. Bg.)
4. Permohonan tersebut memuat:
a. Nama, umur, pekerjaan,
agama, pendidikan terakhir,
dan tempat kediaman
Pemohon dan Termohon;
b. Posita (fakta kejadian dan
fakta hukum);
c. Petitum (hal-hal yang dituntut
berdasarkan posita);
5. Pemohon dan Termohon atau
kuasanya menghadiri persidangan
berdasarkan panggilan yang
dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama
Gunung Sugih (Pasal 26 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975);
Masih menurut Panitera/
Sekretaris Pengadilan Agama Gunung
Sugih, proses Penyelesaian Perkara
Cerai Talak:
1. Pemohon dan Termohon akan
dipanggil oleh Jurusita/Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama
Gunung Sugih untuk menghadiri
sidang pemeriksaan:
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2. Pemohon dan Termohon yang
berada di wilayah Pengadilan
Agama Gunung Sugih dipanggil di
tempat kediaman Pemohon dan
Termohon, jarak pemanggilan
dengan hari sidang sekurang-
kurangnya tiga hari (Pasal 26 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975);
3. Pemohon atau Termohon yang
berada di luar wilayah Pengadilan
Agama Gunung Sugih di panggil
melalui Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggal
Pemohon atau Termohon, jarak
pemanggilan dengan hari sidang
sekurang-kurangnya tiga hari
(Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
4. Termohon yang tidak diketahui
keberadaannya dipanggil melalui
media massa (Radio Denbang
Bandar Jaya) sebanyak dua kali,
jarak pemanggilan pertama dengan
pemanggilan kedua satu bulan dan
jarak pemanggilan kedua dengan
hari sidang sekurang-kurangnya
tiga bulan (Pasal 27 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
5. Termohon yang berada di luar
negeri dipanggil melalui
departemen luar negeri cq. Dirjen
protokol dan konsuler departemen
luar negeri dengan tembusan
disampaikan kepada kedutaan
besar Republik Indonesia dan jarak
pemanggilan dengan hari sidang
sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sejak surat permohonan
pemanggilan dikirimkan;
Adapun tahapan pemeriksaan
perkara cerai talak adalah sebagai
berikut:
a. Pada pemeriksaan sidang per
tama;
1) Jika Pemohon dan Termohon
hadir, maka tahap persidangan
dimulai dengan memeriksa
identitas para pihak, selanjutnya
para pihak wajib melaksanakan
proses mediasi dengan mediator
yang disepakati para pihak (Pasal 3
ayat (1) Perma. Nomor 1 Tahun
2008);
2) Jika Termohon tidak hadir, maka
Termohon dipanggil sekali lagi
(Pasal 150 R.Bg);
3) Setelah proses mediasi selesai dan
mediator melaporkan hasil mediasi
kepada Hakim Ketua Majelis, para
pihak dipanggil kembali untuk
melanjutkan persidangan,
selanjutnya Majelis Hakim
berusaha mendamaikan kedua
belah pihak dan suami istri harus
datang secara pribadi (Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009);
4) Selanjutnya tahapan pemeriksa an
perkara dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan,
jawaban, replik, duplik,
permohonan rekonvensi (kalau
ada) (Pasal 157 ayat (1) R. Bg.,
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pembuktian dan kesimpulan;
Tahapan sidang berikutnya adalah
musyawarah Majelis Hakim dan
terakhir membaca kan putusan;
5) Ketentuan putusan berkekuatan
hukum tetap (BHT) adalah apabila
:
a) Jika kedua belah pihak hadir,
maka putusan akan berkekuatan
hukum tetap setelah 14 (empat
belas) hari putusan dibacakan;
b) Jika salah satu pihak tidak hadir
pada saat pembacaan putusan,
maka putusan akan berkekuatan
hukum tetap setelah 14 (empat
belas) hari putusan tersebut
diberitahukan kepada pihak
yang tidak hadir;
Panitera Pengadilan Agama
Gunung Sugih berkewajiban
menyerahkan atau mengirimkan
putusan kepada para pihak paling
lambat 14 (empat belas) sejak putusan
dibacakan tanpa dipungut biaya.
Apabila permohonan dikabulkan dan
putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka:
1. Pengadilan Agama Gunung Sugih
menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak;
2. Pengadilan Agama Gunung Sugih
memanggil Pemohon dan
Termohon untuk melaksanakan
ikrar talak;
3. Jika dalam tenggang waktu 6
(enam) bulan sejak ditetapkannya
hari sidang penyaksian ikrar talak,
suami atau kuasanya tidak
melaksanakan ikrar talak di depan
sidang Pengadilan Agama Gunung
Sugih, maka gugurlah kekuatan
hukum putusan tersebut dan
perceraian tidak dapat diajukan
lagi berdasarkan alasan hukum
yang sama (Pasal 70 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989).
4. Jika Termohon tidak datang
menghadap secara pribadi (in
person) atau wakilnya pada
tanggal yang telah ditetapkan
tersebut, maka talak terhadap
Termohon dapat dijatuhkan
Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.
5. Contoh kata-kata ikrar talak yang
biasanya dilaksanakan di
Pengadilan Agama Gunung Sugih
adalah : “Pada hari ini, Rabu,
tanggal 18 Febuari 2015, di
hadapan sidang Pengadilan Agama
Gunung Sugih, dengan tanpa
dihadiri / dihadiri oleh istri saya,
saya nama : Pemohon bin Fulan
dengan ini menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap istri saya nama :
Termohon binti Fulan”.
Setelah ikrar talak diucapkan
Panitera Pengadilan Agama Gunung
Sugih berkewajiban
mengeluarkan akta cerai sesaat
setelah ikrar talak diucapkan (Pasal
84 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7
Tahun 1989) dengan dikenai biaya
Rp5.000.- (lima ribu rupiah) bagi
Pemohon sebagai PNBP;
Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan diatas, dapat
dianalisis bahwa implementasi atau
pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan
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Agama Gunung Sugih adalah telah
sesuai dengan Pasal 70 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 yaitu berbunyi
“Setelah penetapan tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap,
Pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan
memanggil suami dan istri atau
wakilnya untuk menghadiri sidang
tersebut”. Dimulai dari adanya
putusan perkara cerai talak yang telah
berkekuatan hukum tetap (BHT) atau
biasa juga disebut inkracht kemudian
Pengadilan Agama Gunung Sugih
memanggil pihak Pemohon dan
Termohon untuk melaksanakan
pengucapan ikrar talak tersebut di
hadapan sidang Pengadilan Agama
Gunung Sugih. Jika istri telah
mendapat panggilan secara sah dan
patut, tetapi tidak hadir maka suami
atau wakilnya dapat tetap
mengucapkan ikrar talaknya. Jika
suami atau wakilnya dalam tenggang
waktu 6 (enam) bulan sejak
ditetapkan hari sidang ikrar talak
tidak datang maka gugurlah kekuatan
penetapan tersebut dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan
alasan yang sama.
III.PENUTUP
Implementasi pelaksanaan ikrar
talak di Pengadilan Agama Gunung
Sugih mengacu pada ketentuan Pasal
70 ayat (3) Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang No.
50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1989, yaitu ada tahapan sejak
pendaftaran perkara melalui surat
permohonan cerai talak, penunjukan
majelis hakim, penetapan hari sidang,
pemanggilan para pihak, proses
persidangan sampai putusan
berkekuatan hukum tetap, masa
tenggang/banding, putusan inkrar dan
eksekusi putusan dengan penetapan
hari sidang ikrar, pemanggilan para
pihak, sidang pelaksanaan ikrar talak
dan proses penerbitan akta cerai;
Saran Kepada Pengadilan Agama
seluruh Indonesia disarankan agar
pelaksanaan sidang ikrar talak secara
terbuka walaupun peraturan
perundang-undangan memang
demikian, namun pada praktiknya
masih ada yang tertutup dalam artian
belum dapat diakses oleh masyarakat;
Kepada pemerintah daerah Kabupaten
Lampung Tengah dan Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian
Agama, disarankan memberikan porsi
yang besar untuk melayani,
memberikan konsultasi dan
penyuluhan hukum perkawinan
tentang pentingnya menikah tercatat
dan bercerai melalui Pengadilan
Agama bukan di bawah tangan agar
terciptanya tertib hukum;
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